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HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SAMBIREJO
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TAHUN 2023
CAMAT JUMANTONO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan di Desa,
maka Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, Tata Ruang dan
Organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi
dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Produk Hukum di Desa, menyebutkan bahwa
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati
didelegasikan kepada Camat;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Camat Jumantono tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sambirejo tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950, Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
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Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan tentang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desn yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa  kali  diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 nomor 7);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 42);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18
Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 43), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 63);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6
Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 74);
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor &
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
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Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Bupati  Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Dacrah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
Peraturan Bupati  Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021

fentang  Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Blorong tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Kepala Desa Blorong bersama Badan Permusyawaratan Desa
Blorong paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya
hasil evaluasi wajib melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Desa Blorong tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023, berdasarkan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan
ini.

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU Keputusan ini, ditetapkan menjadi Peraturan Desa
dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan
1mni.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JUMANTONO

30 W%QZ

2. Kepala Bagian Hukum Setda, Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Desa Blorong, Kecamatan Jumantono;
4. Ketua BPD Desa Blorong, Kecamatan Jumantono.
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